
YOGYA(KR) - Panglima

Gerakan Pasukan Anti

Komunis (Gepako), Gandung

Pardiman mendukung

penuh upaya judicial review

terhadap Inpres Nomor 2

tahun 2023, Keppres Nomor

17 tahun 2022, Keppres

Nomor 4 tahun 2023 dan

Keputusan Presiden nomor 4

tahun 2023. 

Di dalam Inpres tersebut

intinya bahwa negara meng-

akui kesalahan telah mela-

kukan pelanggaran HAM be-

rat atas peristiwa G30S/PKI

tahun 1965 dan 1966. Se-

hingga negara akan me-

nyampaikan permintaan

maaf kepada keluarga PKI.

Selain itu negara akan mem-

berikan imbalan ganti rugi. 

Menurut Gandung, Inpres

dan Keppres ini bertentang-

an dengan Tap MPRS 25

tahun 1966. "Saya men-

dukung penuh judicial re-

view yang diajukan Anak-

anak Jenderal (Purn) TNI

Ahmad Yani. Secara yuridis

Inpres dan Keppres ini ber-

tentangan dengan Tap

MPRS Nomor 25 Tahun

1966 di mana Partai Komu-

nis adalah partai terlarang.

Sampai sekarang Tap MPRS

tersebut masih berlaku,"

tegas Gandung Pardiman

dalam keterangan persnya,

Minggu (16/7).

Gandung Pardiman me-

nyatakan, negara tidak perlu

minta maaf karena PKI

telah melakukan pemberon-

takan dan melakukan pem-

bunuhan terhadap para jen-

deral putera terbaik bangsa.

Kekejaman PKI telah

berlangsung berulang ulang

sejak zaman kemerdekaan

sampai tahun 1965 sebagai

puncaknya. Menurut Gan-

dung, Bangsa Indonesia ber-

untung ada sosok bernama

Soeharto yang bertindak ce-

pat menyelamatkan negara

ini dari paham Komunis.

"Kalau tidak ada gerakan

cepat dari Pak Harto yang

waktu itu sebagai Pangkos-

trad, maka Indonesia menja-

di negara Komunis dan

Pancasila tinggal sejarah.

Kita harus berterima kasih

pada Pak Harto yang menye-

lamatkan bangsa dan negara

Indonesia dari komunis dan

menegakkan NKRI berda-

sarkan Pancasila," tandas

Gandung, Panglima Gepako.

Jika negara harus memin-

ta maaf kepada keluarga

PKI, imbuh Gandung, ini

sama halnya telah

menyalahkan tindakan yang

dilakukan oleh Soeharto

yang telah menumpas PKI

dari bumi Indonesia.

"Jelas ini tidak benar dan

memutar balikkan fakta se-

jarah. Justru PKI lah yang

telah melakukan pelang-

garan HAM berat karena

telah melakukan pembanta-

ian terhadap para jenderal.

Bahkan jauh sebelum itu

(1965) tahun 1948, PKI mela-

kukan pembantaian kepada

para kyai dan ulama di

Madiun serta tempat-tempat

lain dengan jumlah korban

kebiadaban PKI mencapai

ribuan," ungkap Gandung.

Oleh karena itulah, dirinya

mendukung penuh upaya ju-

dicial review terhadap Inpres

Nomor 2 tahun 2023,

Keppres Nomor 17 tahun

2022 dan Keppres Nomor 4

tahun 2023 oleh Anak-anak

dari Jenderal (Purn) Ahmad

Yani.                                 (Dev)-f
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Mahfud MD Optimis Pemilu 2024 Lebih Kondusif

Menurut Mahfud, pada Pemilu 2019

lalu tiga tahun sebelumnya sudah terja-

di dinamika politik di masyarakat, baik

yang sifanya verbal hingga berdampak

ke fisik. "Menurut saya Pemilu 2024

akan lebih damai karena tinggal empat

bulan lagi penentuan calon itu kon-

disinya tenang tidak ada kekerasan fisik

dan politik. Dulu tahun 2019, tiga tahun

sebelumnya sudah bergelombang.

Sekarang alhamdulillah semua berjalan

aman dan damai," ungkapnya ketika

menyampaikan orasi kebangsaan di

DPRD DIY, Sabtu (15/7).

Orasi kebangsaan tersebut merupakan

bagian dari halaqah menyambut Tahun

Baru 1445 Hijriyah yang diselenggarakan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY

bekerja sama dengan DPRD DIY. Mahfud

MD secara khusus diundang untuk

menyampaikan orasi guna memperkokoh

rasa kebangsaan dalam menyambut

Pemilu 2024. Selain dari kalangan ulama,

cendekiawan muslim serta tokoh islam,

sejumlah tokoh masyarakat dan agama di

DIY juga turut hadir dalam kesempatan

tersebut.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan, ma-

syarakat memiliki kebebasan dalam

menentukan pemimpin pada Pemilu

2024. Perbedaan pemilihan dan dinamika

yang terjadi harus disikapi dengan bijak

dengan saling menghormati. Sedangkan

kelak ketika sudah terpilih pemimpin

hasil pemilu, maka tidak boleh lagi ada

permusuhan dari yang sebelumnya berbe-

da pilihan.

Dirinya juga mengajak para aparat

penegak hukum dan masyarakat untuk

memahami pola kecurangan yang sering

terjadi pada proses pemilu, terutama keti-

ka masa kampanye. Menurutnya,

kegiatan menghasut masyarakat dengan

cara tidak sehat dapat berimplikasi negatif

pada proses demokrasi. Lebih dari itu,

kampanye yang tidak berkualitas akan

merusak kepercayaan publik terhadap

lembaga-lembaga politik. "Tidak ada calon

pemimpin yang sempurna. Semua memi-

liki kelemahan dan kelebihannya masing-

masing. Itu harus kita sadari bersama,"

tandasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY

Huda Tri Yudiana ST, mengapresiasi

kegiatan tersebut karena dapat mencip-

takan ruang dialog dan pemahaman yang

lebih baik antara ulama, eksekutif, legis-

latif dan masyarakat umum. Pihaknya ju-

ga berkomitmen bersama MUI DIY untuk

memperbanyak ruang dialog yang meli-

batkan masyarakat secara luas. 

"Momentum diskusi memperingati

Tahun Baru Islam kali ini menjadi ajang

refleksi dan introspeksi diri serta men-

guatkan rasa kebangsaan. Mari kita

jadikan tahun politik sebagai momentum

untuk memperkuat persaudaraan dan

membangun kebersamaan yang berlan-

daskan pada semangat Pancasila dan

Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Senada diungkapkan Ketua Umum

MUI DIY Prof Dr Machasin MA. Dirinya

menyebut MUI memiliki peran sebagai

mitra pemerintah serta pelayan umat.

Pemilu 2024 yang akan dihelat dalam

waktu dekat merupakan hajat besar

bersama yang harus berjalan dengan adil,

damai dan kondusif. Oleh karena itu sejak

awal perlu ada kesadaran dari seluruh ele-

men masyarakat agar menghindari

berbagai hal yang bisa memecah belah

bangsa seperti menghasut, membuat dan

menyebarkan berita bohong, dan lain se-

bagainya. "Perbedaan itu hal yang biasa.

Sehingga rasa kebangsaan harus terus ki-

ta dipupuk agar semakin kokoh. Kita se-

mua memiliki tanggung jawab untuk itu,"

tandasnya. (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Menteri Koordinator Hukum Politik dan
Keamanan (Menko Polhukam) RI Prof Mahfud MD optimis
Pemilu 2024 akan lebih kondusif dari hajat pemilihan umum
sebelumnya. Kendati demikian sejak awal masyarakat juga di-
minta mengedepankan sikap menghormati dan menghargai
setiap pilihan yang ditentukan.

Panglima Gepako Dukung Judicial Review
Negara Tak Perlu Minta Maaf Kepada PKI 

KR-Ardhi Wahdan

Menko Polhukam RI (tengah) foto bersama usai orasi kebangsaan menyambut

Tahun Baru 1445 H.

YOGYA(KR) - Pelaksanaan sistem seleksi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) de-

ngan model zonasi sempat menimbulkan per-

soalan di sejumlah daerah di Indonesia dan

belum menemui titik terang. Hal itu terjadi

karena ada beberapa orangtua siswa yang

merasa dirugikan dengan adanya kebijakan

PPDB model zonasi. Padahal salah satu tu-

juan awal dari kebijakan PPDB model zonasi

adalah untuk pemerataan kualitas pendidik-

an. Menyikapi kondisi tersebut perlu disikapi

secara bijak dan dicarikan solusi terbaik.

"Esensi diterapkannya PPDB berbasis

zonasi adalah untuk memberikan ruang dan

kesempatan masyarakat usia belajar dapat

menempuh pendidikan berkualitas yang ada

di sekitar rumahnya. Harapannya terjadi pu-

la pemerataan kualitas peserta didik di selu-

ruh satuan pendidikan," kata Kepala Biro

Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY sekali-

gus Kepala Balai Teknologi Komunikasi

Pendidikan (Balai Tekkomdik) Rudy

Prakanto MEng di Yogyakarta, Minggu(16/7).

Rudy mengatakan, persoalan PPDB zonasi

menjadi cukup rumit ketika orangtua berusa-

ha untuk memasukan anaknya ke sekolah

tertentu, yang tidak sesuai tempat tinggal-

nya. Secara regulasi sesuai Permendikbud

nomer 1 tahun 2021, sebetulnya sudah jelas

syarat untuk PPDB zonasi tersebut.

Secara spesifik evaluasi perlu dilakukan

terkait dengan maraknya pelanggaran syarat

zonasi. Terutama kartu keluarga yang tidak

sesuai kenyataan riil di lapangan. Hal utama

adalah pemerintah harus berusaha menjadi-

kan seluruh satuan pendidikan berkualitas.

"Guna mengatasi atau mengurangi ter-

jadinya kecurangan perlu kerjasama antar

stakeholders. Seperti Disdukcapil, kalurahan

dan kecamatan untuk memastikan oten-

tiknya KK peserta didik sesuai regulasi,"

ungkapnya. (Ria)-f

PPDB Zonasi Perlu Dievaluasi

KR-Istimewa

Panglima Gepako, Gandung Pardiman.


